SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

Menimbang

Mengingat

[y

BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa dalam rangka mendukung wupaya percepatan
pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik,
dan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk perangkat
Daerah yang membidangi Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah;
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 ttentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah.
bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik
Indonsia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi
Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 238);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun
2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan
Provinsi dan Kabupaten /Kota;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA

KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

L.

2
3
4,
5]

(2)

(1)

Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah.
Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah.

Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Provinsi Papua Tengah.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah

Unit Pelaksana Teknis adalah yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur
pelaksana teknis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Papua Tengah yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang
kesehatan dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri
atas :
a. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Pengendalian Penyakit,
membawahi :

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

2. Seksi Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan
Lingkungan; dan
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
c. Bidang.../4
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c. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
2. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

d. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi,
Edukasi, membawabhi :

1. Seksi Pengendalian Penduduk;
2. Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi; dan
3. Seksi Data dan Informasi Keluarga.
e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, membawabhi :
1. Seksi Pembinaan dan Kesertaan KB;
2. Seksi Distribusi Alat Kontrasepsi; dan
3. Seksi Pembangunan Keluarga.
f.  Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas;

Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; dan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
URAIJAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu

Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Provinsi di bidang Kesehatan dan di bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;

b. perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;

d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kesehatan dan di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan
tugas dan fungsinya.
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Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,
penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi :

a.
b.

o o

i Ul R

=

penyiapan perumusan kebijakan analisis determinan kesehatan,;
penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;

pengelolaan administrasi kepegawaian;

koordinasi pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset dan dokumen
di UPT;

pengelolaan administrasi keuangan;

pengelolaan administrasi perlengkapan;

. pengelolaan aset dan barang milik negara;

pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-
undangan,;

pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisial) di
bidang kepegawaian;

pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT; 1.
pengelolaan kearsipan dan perpustakaan,;

. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
a angka 1, mempunyai tugas :

a.

menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan
pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan
dan perpustakaan;

menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat
dan pengaduan masyarakat;

. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian

mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun,
peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat,
Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urutan Kepangkatan, Sumpah/Janji
Aparatur Sipil Negara, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan
pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan
kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi
pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan
pengelolaan administrasi aparatur sipil negara lainnya;

e. menyiapkan.../6
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k.

L.
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menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi kesekretariatan penilaian
angka kredit jabatan fungsional rumpun bidang kesehatan;

menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi kesekretariatan penilaian
angka kredit jabatan fungsional rumpun bidang pengendalian penduduk
dan keluarga berencana;

menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
perundang-undangan,;

menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan,
pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
menyiapkan bahan fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan analisis
jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan koordinasi sarana
penyimpanan barang medis dan non medis;

menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum di bidang kepegawaian;
dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas :

a.

b.

0.

p-

menyiapkan bahan pengelolaan dan koordinasi analisis determinan
kesehatan;

menyiapkan bahan pengelolaan dan koordinasi pengendalian penduduk
dan keluarga berencana;

menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan
program bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana melalui mekanisme daerah;

menyiapkan bahan penghimpunan data dan penyiapan bahan
koordinasi penyusunan program;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;

menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;

menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan
penyusunan program anggaran;

menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan standar pelayanan
minimal bidang kesehatan;

menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan pengelolaan sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kerjasama dan penelitian
bidang kesehatan;

menyiapkan bahan pelayanan informasi dan komunikasi;

menyilapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
sistem informasi dan pengelolaan data dan informasi;

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi
di bidang pembiayaan dan evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan;
menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan
pelaporan; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
a angka 3, mempunyai tugas :

a.

b.

menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk
pembayaran gaji pegawai;

menylapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan
termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;

menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan pengelolaan akuntansi
keuangan;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan
penatausahaan keuangan;

e. menyiapkan.../7
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e. menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan
satuan kerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Non Badan
Layanan Umum Daerah (Non BLUD) serta hibah;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan
menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan
penghapusan serta penatausahaan Barang Milik Negara;

h. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Pengendalian Penyakit

Pasal 7

Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Pengendalian Penyakit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan
olah raga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan
jiwa, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Pengendalian Penyakit mempunyai

fungsi meliputi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan
olah raga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
dan kesehatan jiwa;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan
olah raga, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
dan kesehatan jiwa;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga,
gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga,
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa; dan

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga,
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa.

Pasal 8

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf b angka 1, mempunyai tugas :

a. menyusun perencanaan program kesehatan maternal, neonatal, balita,
anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga
berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;

b. menyiapkan.../8
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menyiapkan bahan rumusan kebijakan program kesehatan maternal,
neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi
dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi
masyarakat;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program kesehatan maternal,
neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi
dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi
masyarakat;

menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan,
petunjuk teknis serta prosedur tetap program kesehatan maternal,
neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi
dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi
masyarakat;

menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman
umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap di
bidang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia
sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia,
perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;

menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah,
usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia,
perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;

menylapkan bahan koordinasi tentang kesehatan maternal, neonatal,
balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan
keluarga berencana, lanjut wusia, perlindungan keluarga serta gizi
masyarakat;

menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia
sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia,
perlindungan keluarga serta gizi masyarakat; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Seksi Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan
Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2,
mempunyai tugas :

a.

menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program di bidang
penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan
udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi,
kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan
kesehatan olahraga;

menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang penyehatan air dan
sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan
kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan
surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program di bidang penyehatan
air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah
dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi
dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan,
petunjuk teknis serta prosedur tetap di bidang penyehatan air dan sanitasi
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dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan
serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans,
kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olah raga;

menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman
umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap di
bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan
penyehatan udara, tanah dan kawasan, serta pengamanan limbah dan
radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan
kerja dan kesehatan olah raga;

menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan
dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan
radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan
kerja dan kesehatan olahraga;

menyiapkan bahan koordinasi tentang penyehatan air dan sanitasi dasar,
penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta
pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans,
kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;

menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan
penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan
radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan
kerja dan kesehatan olahraga; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas:

a.

penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan
karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit
tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya
kesehatan jiwa dan NAPZA;

pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina,
pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor,
penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan
NAPZA:

pelaksanaan koordinasi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina,
pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor,
penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan
NAPZA;

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans
epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak
menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan NAPZA;
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi
dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit
tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, upaya
kesehatan jiwa dan NAPZA;

menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program surveilans dan
imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa;

menyiapkan bahan rumusan kebijakan program surveilans dan imunisasi
serta penanggulangan kejadian luar biasa;
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menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program surveilans dan
imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa;

menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan,
petunjuk teknis serta prosedur tetap program surveilans dan imunisasi
serta penanggulangan kejadian luar biasa;

menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan,
pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur
tetap program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian
luar biasa;

menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan
kejadian luar biasa;

menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas sektor tentang program
surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa;

. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar
biasa;

menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan pengendalian faktor
resiko, pendayagunaan sumber daya dan fasilitasi pelayanan kesehatan
haji;

menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program pencegahan dan
pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;
menyiapkan bahan rumusan kebijakan program pencegahan dan
pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;
menylapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;
menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan,
petunjuk teknis serta prosedur tetap program pencegahan dan
pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;
menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan,
pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur
tetap program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung
serta tular vector dan zoonotik;

menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi program pencegahan dan pengendalian penyakit menular
langsung serta tular vektor dan zoonotik;

. menyiapkan bahan koordinasi tentang program pencegahan dan

pengendalian penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;
menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program
pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta tular
vektor dan zoonotik;

. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional,
penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan NAPZA;
menyiapkan bahan rumusan kebijakan program pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional,
penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan NAPZA;
menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional,
penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan jiwa dan NAPZA;
menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan,
petunjuk teknis serta prosedur tetap program penyakit tidak menular,
gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan
jiwa dan NAPZA;
menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan,
pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur
tetap program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular,
gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan
jiwa dan NAPZA;
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